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PUTUSAN
Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Srh
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 1218101602730001, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SLTP, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten
Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,;

melawan

Termohon, NIK 1218105005760001, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di
Dahulu tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai dan
sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik didalam
maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (GHOIB),
selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti Pemohon;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register
perkara Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Srth  tertanggal 11  Juli 2024,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada Tanggal 29 Agustus 1996 Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotarih Kabupaten Deli

Serdang saat ini Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan
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Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/14/VIII/96, yang diterbitkan pada tanggal 29
Agustus 1996;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah milik bersama selama menikah dan terakhir tinggal bersama di
rumah milik bersama yang beralamat di Dusun Il Desa Si Ujan-Ujan

Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri

(ba'da dukhul), dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama:
1. , Si Ujan-ujan 1998, Umur 26 Tahun, Sudah Menikah;
2. , Si Ujan-ujan 2001, Umur 23 tahun, Sudah Menikah;

4, Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak
pada Mei 2015 disebabkan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena
bertengkar persoalan ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan
rumah tangga. Selama 9 (sembilan) tahun kepergian Termohon, Termohon
tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;

5. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon dan pihak keluarga
telah berusaha mencari Termohon, namun hingga saat ini tidak diketahui
keberadaannya baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia,
sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Si Ujan-ujan
Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:
18.47.5/470/118/2024, tertanggal 01 Juli 2024;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cqg. Majelis Hakim Majelis Hakim untuk

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2, Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan
Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang

berlaku;
Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di
persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang
lain sebagai wakilnya untuk hadir ke persidangan, dan tidak mengajukan
eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan setelah
diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar
berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi
sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan permohonan Pemohon yang dalil-daliinya tetap dipertahankan
Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat
didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

pembuktian;
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:
A. Surat
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/14/VIII/96 tertanggal 29
Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kotarih
Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, yang telah
dinazegelen dan telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok
dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P;
B. Saksi
1. Saksi I, mengaku sebagai Paman Pemohon, menyatakan bersedia
menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di Desa Si Ujan-Ujan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua
orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015
Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah datang dan
berkumpul bersama Pemohon karena antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah berusaha
mencoba mencari dimana keberadaan Termohon dengan mencoba
menghubungi keluarga dan kerabat dekat Termohon, namun tidak
berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan
Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah
tangga, tetapi tidak berhasil;
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2. Saksi ll, mengaku sebagai Paman Pemohon, menyatakan bersedia
menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di Desa Si Ujan-Ujan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua
orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015
Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah datang dan
berkumpul bersama Pemohon karena antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah berusaha
mencoba mencari dimana keberadaan Termohon dengan mencoba
menghubungi keluarga dan kerabat dekat Termohon, namun tidak
berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan
Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah
tangga, tetapi tidak berhasil;
Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain
dari apa yang telah diajukannya di persidangan;
Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai
dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon
yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di
wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai asas personalitas
keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebegaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan pengadilan agama
dan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara relatif
menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan
Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan
patut dan ternyata ketidak hadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang
sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan
bagi Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya
Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar
rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan
Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada
pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg, pada asasnya dalil-
dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan
tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut
menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu
tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak
melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui
pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah perkara perceraian
yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada
peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai
suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan
bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut,
pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadiran
Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang
dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur
tentang perceraian, sedangkan alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan
jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu
memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah figh yang terdapat
dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi:

aindb alil Sz andsl Hloisl i ims 0l8
Artinya: “Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib
maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti”;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang
diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat yang diberi kode P, serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti
surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah
memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan
ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat
materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut
tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara
ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-
saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan
orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg jo Pasal
1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut secara
formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan
sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri
sebagaimana Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan bukan pendapat atau kesimpulan
pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) R.Bg., oleh karenanya secara materiil
dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

2. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah
rumah, dimana Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama;

3. Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya baik didalam

maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib);
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4, Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah
lagi terlihat pulang ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak
menjalankan kewajibannya sebagai istri;
5. Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon, namun tidak
berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar
bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam berikut:
1. Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:
S Jass @] B¥0ad B30T 1.5 003 o0 15 001 3l1E 055
09381 Uplsal 0en§ A3 0 O] 12801535 6353
Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

T

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
2. Kitab At-Thalaq halaman 57:
aoliodl | aliwy inY all axboosg Sl (&Y B0l Msl sics
BWall | axbaodll claiié
Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya
tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan
untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka
berpindah kepada perceraian”;
3. Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 62:
dlasll s LIe 4382 awlasll 45
Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik
maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang
bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993
tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga
seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati
Pemohon agar dapat rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil karena
Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, demikian juga
usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan
perkawinan sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya akan
menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan
mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Pemohon dan
Termohon tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi
Pemohon dan Termohon dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga
perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada
negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan
terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang tidak
mau bersatu kembali dengan Termohon dalam rumah tangga dan kepergian
Termohon yang meninggalkan Pemohon selama empat tahun berturut-turut
berindikasi rumah tangga Pemohon dan Termohon “tidak ada harapan ke
depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga“ sehingga dapat
dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana
alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak
keluarga dan/atau orang dekat Pemohon dalam persidangan sebagaimana
ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan
Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan
hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan
Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Sei Rampabh;
4, Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ghifar Afghany, S.Sy.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Istiqgomah Sinaga, S.H.l., M.H. dan Royan
Bawono, S.H.l., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
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dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
dto dto
Istigomah Sinaga, S.H.l., M.H. Royan Bawono, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Rp.

30.000,00

b. Panggilan Pertama Pemohon Rp. 10.000,00

c. Panggilan Pertama Termohon Rp. 10.000,00

d. Redaksi Rp. 10.000,00

e. Pemberitahuan isi putusan Rp. 10.000,00
2. Biaya proses Rp. 60.000,00
3. Panggilan Rp.  500.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan Rp. 0,00
5. Biaya Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp.  640.000,00
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(enam ratus empat puluh ribu rupiah)
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